





A. Latar Belakang Penelitian 
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah Desa 
untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan 
pemerintahan Desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan, hal 
ini disebabkan seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli 
desa maupun bantuan dari pemerintah (Fajri et.al. 2013). Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana 
Desa (ADD) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
Kabupaten Malang sendiri telah melaksanakan program tersebut sejak dikeluarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana 
Desa. 
 Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana 
Desa (ADD) merupakan salah satu bantuan dari pemerintah Kabupaten kepada 
Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling 
sedikit 10% dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 





memiliki kewenangan yang lebih besar sehingga lebih besar pula kewajiban dan 
tanggungjawab Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, desa 
juga diharuskan untuk mengelola dana tersebut dengan baik. 
Dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawabnya, harus dapat 
dipertanggungjawabkan oleh Aparatur Desa. Sebagai wujud pertanggungjawaban, 
setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan 
upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
kegiatan secara sistematis dan terstruktur kepada Bupati/Walikota. Bentuk 
pertanggungjawaban tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan 
keuangan Desa, diperlukan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan 
pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 
pemerintah Desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  
Dan prinsip transparansi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010).  
Akuntabilitas publik memerlukan persyaratan terlaksananya transparansi 
penyelenggaraan keuangan daerah. Untuk itu penyediaan serangkaian sumber 





kepada shareholders dan stakeholders daerah menjadi sangat penting bagi 
terlaksananya akuntabilitas publik (Halim, 2002:18). 
Akuntabilitas artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif 
artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya Nurcholis (2011:46). 
Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari laporan 
pertanggungjawaban. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat serta pemerintah 
pusat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan. Sedangkan 
transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
daerah (Basuki, 2007:22). 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Alokasi Dana Desa, secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa 
adalah belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% dan 
pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah 
mengatur akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban hingga pengawasan. 
Dalam penelitian Fajri et al. (2013) hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas 
Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahap yaitu 
mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dari setiap tahapan tersebut 
telah dilaksanakan sesuai aturan yang tertera dalam peraturan Bupati. Namun masih 





Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Desa namun belum dapat 
dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa. 
Penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat Desa sebagai pemerintahan 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran yang penting 
terutama dalam hal pelayanan publik sehingga pengelolaan alokasi dana desa harus 
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar maanfaat dari alokasi dana desa dapat 
dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Maka mulai dari 
perencanaan hingga pelaporan ADD harus transparan mengingat tidak jarang 
timbul penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan ADD termasuk 
dalam pelaksanaan maupun pelaporannya. Maka penulis ingin meneliti bagaimana 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dilem 
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan 
beberapa permasalahan. Berikut permasalahan dalam penelitian ini : 
1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  di Desa Dilem 
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ? 
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dilem 







C. Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dilem 
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 
2. Menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dilem 
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk perkembangan ilmu akuntansi, sebagai tambahan literatur akuntansi 
mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai referensi dan dapat memberikan 
perbandingan serta dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama. 
3. Bagi Desa, untuk memberikan saran dan masukan mengenai Akuntabilitasdan 
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
